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Sampai sekarangpun peran serta masyarakat dirasakan masih sangat kurang, 

mereka masih berpandangan bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkotika 

adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian mereka kurang 

peduli dan kurang berpartisipasi secara aktif dalam upaya pre-emtif, preventif dan 

kuratif maupun rehabilitatif. 

 Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, 

namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin 

meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada 

kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya 

faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau 

deterrent effect terhadap para pelakunya. 

 Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih 

mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan 

pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Paradigma ini 

tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan 

narkotika. Sebab dalam penyalahgunaan narkotika, pelaku (pecandu narkotika) 

tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Hal 

ini dikarenakan pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims” (korban 

sebagai pelaku), karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan 

akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.41 

 Pecandu pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana 

 41 Ibid. 
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narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua 

merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini 

dari keterpurukan hampir di segala bidang. Penyalahgunaan narkotika merupakan 

kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban 

(crime without victim), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak 

menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini 

adalah dirinya sendiri.42 

 Dengan kata lain, penyalahguna atau pemakai yang akhirnya menjadi 

pecandu narkotika selain sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban. Sehingga 

dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak 

terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang 

tidak hanya  merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain  

 

itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan ini yang memiliki dampak 

jangka panjang, khususnya ketergantungan dan toksifikatif, maka diperlukan suatu 

model penghukuman yang jauh berbeda dari model yang diterapkan kepada 

narapidana umumnya. 

 Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah 

maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau 

dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dimana Undang-Undang tersebut 

telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu 

 42 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 50. 
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narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, 

yang berbunyi: 

(1)  Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 
a.  Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika; atau 

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika. 

(2)  Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan 
sebagai masa menjalani hukuman. 

 
 Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap 

pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana 

rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah 

selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai 

dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal 

diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa: Dalam hal hakim menjatuhkan 

pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa 
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rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan 

jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. 

 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani 

rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial 

yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak 

lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan narkotika. 

 Sedangkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses 

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas 

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

masyarakat. 
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